BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
igié)’l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penye}enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia,

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L :
Indonesia Nomor 3851); cmbaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
vegara Republik Indonesia Nomor
4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028); '
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);
Peraturan Pf:rnerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem
}iiorrrlnaisz; ’Ir\e;lange;% OPaerah (Lembaran Negara Republik
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Peratiran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndo‘nefsia Tahun 2005 Nomor 140, Ta{mbahrm Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); |

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Taﬂun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembarann Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah
Pembinaan dan Pengawasan Penye
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta
Keuangan dan Administratif Pimpinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; ]

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggara}x Pendapatan dan

Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggarin Pendapatan dan

Nomor 12 Tahun 2017 tentang
lenggaraan Pemerintah

hun| 2017 tentang Hak
dan Anggota DPRD;

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Bdrat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuange{n dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Su}natera Barat;
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan| dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9’ Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan KEuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang _Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah
Rp. 1.606.031.734.100,- bertambah sejumlah Rp.157.360.726.696,» sehingga
menjadi Rp. 1.763.392.460.796,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.474.494.349.100,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 134.539.299.834,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.609.033.648.934,-
b. Belanja Daerah
1. Semula Rp. 1.561.531.734.100,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 175.910.726.696,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.737.442.460.796,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (128.408.811.862,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a). Semula Rp. 131.537.385.000,-

b). Bertambah/(berkurang) Rp. 22.821.426.862,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 154.358.811.862,-

2. Pengeluaran

a). Semula Rp. 44.500.000.000,-

b). Bertambah/(berkurang) Rp. (18.550.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 25.950.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 128.408.811.862,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 125.080.485.698,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.983.926.141,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 150.064.411.839,-
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b. Dana Pernimbangan

1. Semula Rp. 1.139.128.433.342,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.270.796.301,-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.145.399.229.643,-

c. Lain-lain pendapatan yang sah
1. Semula Rp. 210.285.430.060,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 103.284.577.392,-
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah
setelah Perubahan Rp. 313.570.007.452,-
(Q)Per}dapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 20.998.585.698,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.675.301.245,-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 26.673.886.943,-
b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 14.911.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (203.051.700,-)
Jumlah Retribusi Daerah sctelah Perubahan Rp. 14.707.948.300,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 5.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 211.160.313,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.711.160.313,-

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp.  83.670.900.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.300.516.283,-

Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp. 102.971.416.283,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp. 22.756.352.342,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.270.796.301,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 29.027.148.643,-

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 838.100.134.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 838.100.134.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 278.271.947.000,-
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Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 278.271.947.000,
(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah
1. Semula Rp. 8.219.000.000,-
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.67.895.794.960.000,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp.76.114.794.960.000,-
b. Dana Darurat
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0]
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. O

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula Rp. 47.600.678.060,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.023.247.432,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 63.623.925.492,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 154.465.752.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 240.615.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp. 154.706.367.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 19.124.920.000,-

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 19.124.920.000,-

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung '
1. Semula Rp.953.841.833.020,68,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.260.375.826,36,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 960.102.208.847,04,-

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp.607.689.901.079,32,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp.169.650.350.869,64,-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.777.340.251.948,96,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.693.228.358.730,68,-
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b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 6.860.399.826,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.700.000.006,)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 3.160.399.820,-
c. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. 0
. 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0
"d. Belanja Hibah
1. Semula Rp: 10.458.300.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.237.450.000,-

- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 13.695.750.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 200.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 975.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 1.175.000.000,-

f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 4.723.309.989,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 522.710.871,~

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.5.246.020.860,-

g. Belanja Bantuan Keuangan
Rp. 235.871.464.475,-

2.792.694.630,-

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.238.664.159.105,-

~ h, Belanja Tidak Terduga

1. Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 2.500.000.000,-

Rp. 2.515.138.833,60,-
Rp.5.015.138.833,60,-

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.  77.115.602.466,-

Rp.  11.777.252.403,-
Rp. 88.892.854.869,-

b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp.244.599.516.371,97,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 90.727.627.142,39,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.335.327.143.514,36,-
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“¢. Belanja Modal
1. Semula Rp.285.974.782.241,35,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 67.145.471.324,25,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.353.120.253.565,60
. L@ . . . ,.)

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 131.537.385.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.821.426.862,- '
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 154.358.811.862,-
b. Pengeluaran Pembiayaan |
1. Semula Rp. 44.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (18.550.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 25.950.000.000
(2) Pener:lmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya
1. Semula Rp. 68.500.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.821.426.862,-
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 91.321.426.862,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
h Perubahan Rp. 0

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setela

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 63.037.385.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp. 63.037.385.000,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman o o
p-

setelah Perubahan



PR g

f. Penerimaan Piutang Daerah
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin
pembiayaan :

dari jenis

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0]
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp. 16.500.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula Rp. 28.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp.(18.550.000.000)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 9.450.000.000,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0
Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memenuhi
kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau

Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan




A terdiri dar

e werprsgnIRANT GArT Peraturan Dacrah ind, te

o é.fampmin I Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

h.-Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II

c. Lampiran Il

d. Lampiran [V

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten fPesisir Selatan.

Ditetapkan df Painan
pada tangg Oktober 2018

Diundangkan di Painan
pada tanggal 14 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 7/ 08 /2018




